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L Polri perlu berubah,

~Pertanyaan mendasar bagi Poln. pada saat

gaung Reformasi mulai terasa bukaniah ;
Apakah Poiri perlu berubah 7, melainkan
pertanyaan ; Imikah saatayz Polri
berubah 7. Pertanyaan ini memberikan
maknz, bahwa perubzahan ditubuh Poir telah
merupakan suatu keharusan, karena memang
sejak lama Polri merasakan dorongan
keinginan melakulian perubahan substensial
terutama dari sisi profesionalisme, yang
telah menjadi sorotan dan sasaran tudingan
atas berbagai ketidakmampuan Polei untuk
mengemban tugas dan peran sesuai
domeinnya.

awal Polri telah mengambl[ iangkah langkah

guna me«radtﬁmsx%can kembali fungsi, peran,

etrafeg;sPoln aié.rn proseé reformasi, sejak b

tugas dan kedudukannya sesuai tuntuian ©© -

iy yang pada ujungnya terkristalisasi -
dalam buks bire teniang reformasi

maw;a Polri yang profssional, Konsepsi ©

“Polril merumuskan® tiga .0
profeswnai ‘Konsepsi buke biry Polri .+~
mersmuskan <tiga  aspek:perubshan =
substansial da!anpeg&aaam Polri kedepan, <

vaitu ‘perubahan pada’ aspek strukiural.i

perubshan pada aspek instrumental dan -
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‘memberikan nuansa bau; kenpleks:tas_

':dsmcnm dimen51 keamaaan, m)lmk :
'jekonsms, sosial budaya, teﬁnasnk 51Stem

. harus d;cermatz dan diantisipasi '-dcngaxz-_.
- 'seksama Hal ini perlu dilakukan agar
- totalitas upaya pemeliharazan kamtibmas dan
+‘upaya penegakan hukum bisa memberikan .
- - kontribusi bagi tegaknya supremnasi hui{um'
- dalam rangka menciptakan kond:s:
~ kehidupan masyarakat vang aman, fertib;
S temram dan damm subaﬂazmanaharapan iﬂta

perubahan pada aspek kultural, Dari ketiga
“aspek perubahan ini, perubghanpada aspek

kultural alan memerlukan waktu yang cukup
larma mengingat disamping perubahan yang -
dirumnuskan bersifat substansial, meliputi
bidang vang cukup-luas pada lingkup
pembinaan, operasional pengawasan publik
atas institusi Polr, juga hasil vang diperoleh
tidak bisa langsung dirasakan, khususnya
psrubahan dalam lmgkup penb;naars

[ 'Eantangam tugas yang semakm
kompleis. .

« Era global dengan berbagas tantangan—
nya dimaklumi dan divakini akan




f .'?as.itangaa dalam dimensi. keamanan,
o dapat berwujud antara lain dalem bentuk

o %}efkambangnva korﬂ]k Vang m mangkut

1erus memugkat budaya Aekerasan yang

. semakin intens, penghakiman publik. yang
_s::nakm mcngcejala bah%can }\adang %,aix

negeri t_i_engan
: stzmdar_.global dan }am»iam

“Dalam dimensi. pehtak, amam lam' /

menyang&ut ‘pemaksaan, pcnetapan
kebijakan politik dalam rangka mengakomeo-
dasikan kesepakatan. global, yang: dapai
bcrak1bat timbulnya penolakan . yang
berpotensi . mcncxptakan instabilitas
kamtibmés Dlsampmo’ - ity .. .preses
reformasi-vang terkesan masah ferlanda
euforia; - d;mana kchu:iupan vang
demokratls scbagax ‘iujuan ;. reformasi
adakalanya menjadi terancam dengan model-
model kebebasan dan keterbukaan yang
d:aktua!:samkan dengan cara-cara vang
bahkan. bartcntangan dengan prinsip-prinsip
demokrasi, Disamping itu. bobot kedaulatan
negara yang cenderung berkurang sebagai
akibat.- kemajuan-kemajuan - dibidang
transportas, telekomunikasi, travel dan
turisme. telah. membuka pula peluang
pemaniaatan kemajuan-kemajuan ite untuk
melakukan pelanggaran hukum .serta
menggangeu stabilitas kamtibmas,

~Dalam dimensi ekonomi, antara lain
menyangkut  ekselerasi, . munculnya
transformasi struktur ekonomi pertapian ke
industri dan bidang jasa, sementara kondisi
ekonomi masyarakat masih berorientasi
kepada pertanian. Pengangguran vang
meningkat disamping akibat penggunasn

maksakan pencrapan Z
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”'_:_arah ; pénjungklr-balzk&p o
tradisional, praktek pramek Korupm N
Kolus; dan Nepot;smc yang masih tetap____ B

teknologi . mutakhx; .sampai. kepacia
msnmgkamva.}??“ﬂ{ air-.;’nai kcbangn_rutﬁn_
industri ] karena persaingan global V‘&'}g

'nyata gesemuanya menu'n lihi\a.n puiu -

potenss—pmenm msmblhtas Ka.mﬂbmd

“nilainys terjadi pf:rgcseran ya.'zg_-
] “dar ns%m«ml&u yang. menjunguna'_

budi dan keluhuraa 0
_J?al-mla: '

subur, dan. b m .menunjukan hasil
pem‘berantasan yang berarti bagi. berl«.uran o
nva prakiek fersebut, gcnghargaan martabat
dcngan il kekaydan meater dan uang serta
sikap-sikap. negatif. lamnya mcnyembl‘,a.n
semakin ionggamva z%atan sosial vang rentan
terhadap hmbulm'a mas;.iah—masalah d;

bidang keamanan. . -

Menvmgkut sxstem Emi».um Uanyak
hal ~yang dirasakan scbagai. kendala dalar
penerapan hukum. Tumpang zm_dlhny_{_a
berbagai aturan perundangnunda_ngan_ya_r;g
menghambat proses perkara. Egoisme
sektoral institusi ikut pula memberikan andil
bagi kehda!x tertiban sistem, bahkan institusi
diluar crlmmai gusnce sysiem pun
adakalanva merasa punya hak vntuk ikut
dalam Emgkup sistem. Kooptasi politik tidak
jarang pula dijumpai dengan melakukan
intervensi kedalam proses hukum yang
sudah barang teatn akan merugikan bagi
upaya. pencgakan supremasi hukoem,

. ‘Tantangan tugas Polr dewasa ini tidak
hanya dihadapkan kepada perkembangan
global yang telah membawa berbagai
kemajuan teknologi bagi kehidupan manusia
yang sekaligus mcmun'cu]kan berbagai
tantangan bagi Pelri, serta berbagai
keterbatasan yang menghambat kiprah pro-

batke:



fesionalitas “Polri,
bsriammyaknsw it dm‘;ensx vang sedang
dlhadapl bangsa’ Endonesaa devzasa ini. Mult
kamplcicsnas pczmasalahan bangsa diyaklm
pula’ sc:bagal faktor dominan yang Tentan
temacu bagi munculnya gangguan kamubmas
dan pelangga_ran hukum “dalam’ berbagm
sirata dan intensitasnya, Karenanya berbagal
upaya pemcrmtah untuk’ mamperbaikt
kondisi kehidupan masyarakat melalui
bsrbagal kebijakan disektor perekonomian,
dan sektor-sekior lamnya “Wajib mendapat

: éukungan bag; keberhaszlannya, Termasulk -

upaya untisk menciptakan kondusifitas bagi
kelancaran kegiatan perekonomian, poimk,

sosial hudaya, hulorm dan keamanan sendiri. .

Dalarn Kaitan itulah pelaksanaan tugas-fugas
Polri hendaknya tidak sermnatd-mata terfolus
kepada verbalitas dari kerangka teoritis
tentang peran selaku pemelihara Kamtibmas
dan Penegak Hukum dalam tampilan sosok
pelindung, pengayom dan pelayan
masyarakat, melainkan harus mampu pula
Polri menangkap nuansa-nuansa realitas
yang berkembang seiring perkembzmgan
tuntutan lingiaingan dan mengambti {angkah-
langkah- antlsxpatxf dalan memenuhl
tuntutan-mntutan xtu g

HL Paradigma pengabdian Polrg
Terkait dengan perubahan paradigma
pengabdian Polri yang semula cendemng
mengabdi bagi kepentingan pengeasa
kearah institusi sipil, yang mengabdi
bagi kepentingan masyarakat, maka
setiap langkah operasional Polri dalam
lingkup peran selaku pemelibara Kamtibmas
maupun lingkup peran selaku penegak
hukum harus selalu dijiwai oleh tampilannya
sebagai sosok pelindung, ‘pengayom dan
pelayan masyarakat. Penciptaan institusi
Kepolisian sebapai pemelihara kamtibmas
dan penegak hukum dengan tampilan sosok
pelindung, peagayom dan pelayan
masyarakat secara profesional bukaniah

melami‘.an fuga
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hal vang mudah, karena pada kenyataannya
pembangunan institusi‘Kepolisian tidak
hanya tergantung kepada ‘Polri ‘semata-
mata, beberapa faktor lain yang bf:radadxluar
lingkup kompeiensi Polri sangat be:rpcran
penting, antara fain dukungan anggaran bagx
Polri, E«:cs]asama hnias sektoral dan lam
sabaga.mya S
kensepsa perubahan- perubahan pada
aspeli-aspek strukwral; instrumental dan
kultural szbagaimana digambarkan dimika
sudah- barang tentu berada dalam’ tataran
kerangka teoritis idealis; khususnya: yang
térkait-dengan perubahsn pada’ aspek
kultural.‘Banyak "hal sebenarnya yang
masih merupakan kendala, khususnya
dibidang penyiapan sumber daya, baik itu
materiil fasilitas, personel meupun anggaran.
Masalah'ini dalam wakty yang panjang
tampa!myamas:h akan menjadi penl,hamba:
bagi terciptanya profesionalisme Polri.
Dalam kaitan ini Polri sangat menyadari
akan kondisi Keuangan negara yang meniang
tidak memungkinkan untuk bisa langsing
memenuhi kebutuhan sumber daya bagi Polri
secara idesl. Dalam kondisi dimana rakyat
masih berada dalam tingkat kesejahteraan
yang rendah, serta upaya perbaikan dan
pemulihan - ekeonomi yang ‘belum
memungkinkan peningkatan yang signifikan
bagi perbaikan taraf hidup rakyat, adalah
tertampau na’if ‘apabila Polri ‘tetap
menunfut kepada negara untuk memenuhi
berbagai kebutuhan idealnya. :
Namun perlz pula kita sadari bahwa
belurs-terpenubinya berbagai kebutuhan
Polri bukan merupakan alasan bagi
terjadinys berbagal penyimpangan
kewenanganyang pada akhirnya akan lebih
menyengsarakan rakyat. Perubahan
paradigma sebagai civilian police yang
mengzbdi- bagi kepentingan dan tuinfutan
masyarakat, hendaknya disadari ‘'sebagal
panggilan nurani yang hakiki dan malia.
Kesadaran ini merupakan keniscayaan bagi



tumbuhnya, serangat pengabdian-yang
talus dari segenap insan Bhayangkara dalam
setiap:kiprah pfafessemhzdwa di 3313.:;
}\Cbc'iaf’&ﬂ : o ;
Semrzg de:ngar iy paw&dar:m akan
rxentmanva peranssertamasyaraket bagi
upava; pemhma&n K{amﬂbmas hcndalmya
_meqdapaikan pula parhanan yang seksama,
-sehmgga zhmbunnya ‘kesadaran.akan
anggung }awab bersama dalam m\,ngelala
RHEVEY pe*ﬂehharaan Kamtibmas:dan
“pencgaken hukum sesuai batasan fungsi, dan
... perap masing-masing,-akan. pnla e:hbareng:
dengan pemzhaman dan pengertian atas

: bcrbaz,zu kendala yang dihadapt olehinstitusi
Foiri-dalam 'upaya peningkatan pmfes:&
nahsmunya Penumbuhan kesaderan ini
penting-dalam :mendorong semangat
peningkatan profesionalisme Polri, karena
pada.smumaya masyarakat hanya bisa
menuniut agar Polri mampy menjamin rasa
armnan, rasa tertib dan rasa keadilan segenap
warga masyarakat tanpa mau tzhu kondisi-
kondisi-keterbatasan yang dihadapi Polsi.
Hal itu tentu benar adanya, sepanjang
kepada Polri telah diberikan: cukup wakm
dan-dipenuhi-berbagai kebutuhan sumber
dayanya.. Mamun sebagaimana gambaran
diatas, berbagai kendala keterbatasan akan
selalu menyetimuti Polri untuk walkin vang
tigak pasti. Dan memang apa yang menjadi
tuntutan masyarakat tidak pula harus
menun,,gu tumasnya proscs rcfomas: Polri.

s Pembahan ?eniaﬂm %mmh Penga&d:an

~Pergeseran Paradigma sebagaimana yang
digambari{fm diatas tclah membaws berbaga
mplikast perubzhan yang mendasar. Saish
satu-deri berbagal perubzhan yang terjadi
adalah diremuskannya kembali peran Poiri
sebagaimana yang ditetapkan dalam
Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yaitu
Polri -berperan selaky Pemelikars Kam-
tibmas, Penegak Hulum seria Pelin-
dung, Pengayom dan Pelayan Mazyarakes,

a1

Agzahan Kebijaken: Sirategh Kapolri vang . -

mendahuluken tampilan peran pelindung,
pengavom.dan pelayvan masyarakat tidak

dimaknakan sehagai ;eagutmaan peran ink .

dari: peran p"_meh%ara Kamtibmas dan
peniegak hukum, melainkan bahwe dalamn
setiap kiprah pengabdian Polri baik sebagal
pemelibara Kamiibmaes maupon schagai
penegak hukvm-bharuslah dijiwal oleh
tampilan: perilekunya sebagai pelindung,:.

pengayom dan  pelayan masyar,..i{at ral in
_se_xaian dengan: paraéxgma barunya yang
. _mengabdl bagi kepentmgan masyarakat, .

- “Dalam rangka ini pulalak, pemaknaan'
dari peran pelindung, pengayom dan pelayan
masyarakat menjadi sangat penting. Pemaic.
naan. peran pelindung, pengayom dan
pelayan masyarakai bisa beragam dari
berbagai tinjauan, namun untuk kesamann
persepsi.dan; Iangkah tindak dapat
dirumuskan ; .
Pelindung ; -, S
adalah anggota Polri yang memiliki
kemampuan uniuk memberikan perlindupg-
an bagi warga masyarakat sehingga terbebas
dari rasa takut, bebas dari ancaman atau
bahaya, seria merasa tenteram dan damai. .
Pengayom ; :
adalah anggota Polri yang mcm;hk:
kemampuan memberikan bimbingan;
petunjuk, arahan, dorengan, ajakan, pesan
dar: nasehat yang dirasakan bermanfaal bagi
warga masyarakat guna terczptanya rasa
aman dan tenteram.

Pelayan ;

adaleh anggota Polrd yeng dalam setiap
langkah pengabdiannya dilakukan secara
bermoral, beretika, sopan, ramah dan
proporsional.

Pemaknzan dari peran pelindung,
pengayom dan pelayan masyarakat,
seyogyanya tidak hanys tampil dalam
setiap langkah kegiatan apapun vang
dilakukan oleh personei Polri berkaiten
dengan aiifitas tugasnya, melainkan juga



: dalam setiap perilalo keh;dupannya sehari-
hari. Tam-:ulan perilakyvang demikian akan
. _semgat Lergantung pula %:epada 1megr1tas

pribadi masing-rasing anggote Polr;untuk
- biga dziaksarzakan kz:eamsaziar baﬂ«. éan Eulus

V Peira éaiam mawa-'akaﬁ yana.

ﬁemakra%ns. :

SL.prcnasx hukum senngkah dzkalt%can
c{engan suatu prasyarai bagz tegaknva
demokrast.-Reformasi vang nembenkan
support bagl tega&nya supremasz hukum,

“pada ‘kenyataannya bukanlah halivang -

gampang untuk dapat- mm.gudkan Multi
hompleksttas permasalahan bangsa‘yang
sedang kita hadapi dewasa ini ‘setidaknya
menjadi penghambat bagi laju’'pencapaian
supremasi hukum yang difnginkan. - Polri
yang dalam hal ini diposisikan sebagai garda
depan dari- upays penegakan hukum dan
bagian dari aparatur hukum yang menjadi
pitar bagi tegaknya supremasi tkum, bukan
pula merupakan institusi yang berada diluar
kompleksitas permasalahan tadi, melamkan
ada dalam lingkarannya. :
Dalam kondisi yang demikian 1m1ah
upaya penegakan supremasi hukum yang
difakukan Polri aken sangat bf‘rganiung pada
berbagai kondisi antara lain
Pertams 2 Fr ofesmﬂaiasme Pairé.
Profesionalisme akanerat kaitannya dengan
tingkat kemampuan yeng dimiliki Polr, vang
dapat ditunjukdkan melalui tampilan kinetja
dalam pemeliharaan Kamiibmas, serta
penegakan hukum yang meliputi aspek-
aspek tugas preemtif, preventif serta
represif. Lembaga Pendidikan Polri
merupakan sumber utama dalam mengisi
profesionalisme, disamping berbagai jalur
metoda yang lain. Hal yang patet untuk
diingat adalah tingkat profesionalisme adatah
kemampuan yang harus terus dipelihara dan
ditingkatkan.
¥edua : Perilakn Polri.
Perilaku Polri dalarmn menjalankan perannya
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sebagai Pemelihara Kamtibmas dan sebagai

-penegakshukum sangat 'menentukan

penilaian masyarakat atas 1megmas mdw;du

- dan institusi Polri.

~5ikap perilaku vang tidak m"nce"mj'lkan
dmn}fa $ebagai pelindung; pengayom dan
pelayan masyarakat, ‘cenderung akan
memperpanjang cirra neganf entang Poln,
vang pada gilirannya tentulah akan; sa.n_gat
merugikan upayz-upaya-Polri: dalam

'pcmehhamzm Kamisbnas dan panegakar
- hukum: :
Keﬁaga Dukungan Sumber Baya

Sangat disadari bahwa dukungan’ sumber-
sumber daya‘antara-lain materiilidan
peralatan, - personel Serta anggaransangat
menentokan -keberhasilan kinerja:Polri,
Kondisi dukungan sumber dayaiyang
dimiliki Polri saat ini benar-benar terbatas.
Upaya-upaya uniuk meringkat sumber-
sumber daya Polri terus diupayakan,
terutama dalam rangka mendukung kinerja
opetasional Polri yang merupakan totalitas
dari kinerja institusi dalam mendukung
tegaknya supremasi hukum.

Keempat: Kesadaran Hukum Masyamkat
Tingkat kesadaran hukum masyarakat vang
berada delam kondisi sangat memprihatin-
kan pada dewasa ini, amatiah berpengaruh
dalamn upaya penegakan supremasi hukum.
Bagaimana kita bisa mendorong terciptanya
masyarakat yang demokratis, apabila
masyarakat sendiri tidak menyadari arti
penting penghormatan dan ketaatan
terhadan norma fukum yang berlaku: Beban
tugas Polri menjadi sangat berat untuk
berkiprah memelihara Kamtibmas dan
menegakkan hukum ditengah-tengah
masyarakat yang kadar kesadaran hulemnya
sangat rendah. Kesadaran hubum masyarakat
yang terciptanys, kiranya bukan menjadi
tanggung jawab Polri semats, melainkan
merupakan pula tanggung jawab banyak
pihak yang terkait dengan kehidupan sosial
masyarakat,



i
: f:sei'a}f'a ni.a'S;
pemeliharagn, sznbmas dan ﬁasveg&_?{an
~ hukim, Zdalgh bagsan dari’ E{Lbui.ﬁ o upaye
keseluruhan, Da.iam %f*nmg,ca ini pula sedang

dilelukan Eﬁajm atas validitas dari Pedoman s o- .

Hidup ‘Poirt “"E‘wbmm
karya “Catur ¥

serta mdoman

: -%{iz}mm Eélafya it s‘«‘a,ﬁh cuicup valid nniuk

tetap kitd ‘gunaken. sehagal yui{:mam tadi,
atauicahmperiu-penyesuaian-penyesuaian
«dengan berbagat perubahan funtiisn dan
itentangan tugas Polrlvang sudah sedemikian
wbetkembang dan komplels Kegamangan ki

delam mengimplementasikan pedoman jtu
sdalam kehidupan atap Kekarvasn kits,
cmembuka cakrawala bagl pragmatisasi
‘berbagai: ralivang benar-benar bisa

membeniican manfaat bagi kebsrhasilan
-kineria Polri delam pangaijdm;mya kepada
'.f“ﬂSV&&KHf

TVE. ?erwira Poiri salaky motor institusi,

Adalah fembaga pendidikan Pold tempat
-dimana formalitas keilmuan dapat digali dan
dlisiican gupa peningkalan profesionatitas
individu anggota Pelri. Para Perwirz Polri
vang sebeniar lagl akan diwisuda dalam
Jenjang straia-1 Ilmu Kepolisian adalah
tumpuan harapan untuk membangun
metivasi seria berkiprah sebagal motor
ingtfiust Polri dalam berbagai strate depan
organisasi dijajaran Polrl, Di era perubaban
orientasi masyarakat terhac.ap lembaga~
lembaga publik yang dituaiet antuk
memberiken pengabdian bagi kepentingan
masyarakst, dibarengi pula dengsn komplek-
sitas permasalahan bangsa dalam berbagai
aspek dan dimensi permasalahannya,
menyebabkan tantangan tugas kita kedepan

nﬂabdlaﬁ Palri melaiui aengedeaanépf
_;}s]mdum pengayomdan
akai dalam mg&-mgagf

Prasetya”. Kajian ini: . ©
. é:maicsudmn gunamelihat s berapa jauh ana _
. yang kita sebut sebasel Peddiman Hl{;u;} dan -
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'supremast hukum sehagal pilar penyan

~direncanakan,

“semakin, bertambah -berat. Lf-nmaga-
'Der;élmkan }»bz%’ cansﬂcrung 0&;’:&11193;

é:talﬂ_uan §’3~<ﬁ”a Perwira amwa Waiaupa;:
ericnte desk ”1855 a.uantr‘» aias

“herbaga ‘perkembangan japangan juga
diznghat sebagai kerangka teorits, namun

shal yang dems berkembang

o xlapaﬂeﬁn Adalah kewsjiban para
%~ Perwira untul ferus mengasah diri agar ».
tidak Lersmggai dari tuntutan dag Rebum;:mw_ _

masyarakai terbadap pengabdian Polri.
Belaras dengan proses terbentshk yz
wzzasgam hat yang. damskmm dan

"'J

]

utamanya, Polrimeinhukan langkah.
lenghali- o refarmast - Rearash
profesienalifss yang bersandar pada
perubshan substansial pada paradigma
pengabdiannya. Tidak mudah unpuk
mevuiadian semoua aspek perubahan yang
teruiama pada.aspek
kulivralaya, Sikap perilaba pefindung,
peagayoem dan pelayen masyarzkat vang
menjadi reb bagl berbagai tindakan Polri
dalam memelihara Kamtibmas dan
mencgakkan hukum adaieh bagian dayi
upaya mendoreng terciptanye masyara-
kat yang demokraiis melalui tegalinya
supremasi hokum.

- Jakaria, 22 Mei 2602





